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Ekstremisme Beragama
• Terminologi yang terus      

contested – diperebutkan,  
dipertentangkan

• Bisa subjektif 
• “Bagasi politik”

• Peran negara
• Sejarah konflik
• Dinamika politik global

• Karakter ekstrimisme
• Berlebihan
• Otoriter



Ekstremisme Beragama...
Sebuah pandangan yang secara aktif dan vokal
berlandasan interpretasi tertentu dari suatu       
agama yang bertentangan dengan nilai-nilai      
fundamental yang diyakini dan disepakati         
bersama dalam sebuah masyarakat yang           
beragam dan demokratis 

• Menghormati hak asasi manusia sebagai         
landas peradaban yang berperi                
kemanusiaan  dan perikeadilan

• Saling hormati perbedaan dan toleransi    
pada perbedaan agama/kepercayaan 

Konstitusi : 
Kesepakatan nilai-nilai fundamental dalam negara-bangsa

www.cartoonmovement.org



Ekstremisme Beragama...aktif dan vokal

Menggunakan cara-cara kekerasan 
• Lebih mudah dideteksi 
• Dapat Menimbulkan antipati bahkan di kalangan yang setuju dengan pandangan         

ekstremisme beragama  
• Mengalami proses radikalisasi 

• Chauvinisme – keyakinan superioritas dan 
kebolehan mendominasi kelompok lain

• Intoleransi dan keenggan berinteraksi dengan 
kelompok atau komunitas yang berbeda

• Menyetujui penggunaan kekerasan sebagai alat
politik, termasuk untuk mengambilalih kuasa 
dan/atau anti negara  

• Keterlibatan Perempuan : instrumentalis – reproduksi/rekruitmen, pendanaan, 
strategi pengalih (termasuk bom bunuh diri) 

Pasangan bom bunuh diri di Surabaya 
dengan melibatkan anak – foto:BBC



Ekstremisme Beragama...aktif dan vokal
Menggunakan cara-cara nirkekerasan
• Terkait tetapi tidak selalu berujung dengan                                               

tindak ekstremisme berkekerasan
• Canggih dan kompleks

• Politik identitas dengan narasi keagamaan dalam
konteks politik : victimhood (menjadi korban) &  
supremasi

• Celah dalam sistem demokrasi 
• Narasi HAM: hak beragama dan berekspresi 
• Prosedur demokrasi : suara mayoritas dan  

mekanisme voting
• Mesin demokrasi : proses legislasi, pemilu 

• Keterlibatan publik : media kultural (pendidikan, 
seni budaya, media sosial digital)

• Sublimasi perempuan & hipermaskulinitas
• Polemik dan keuntungan politik  



Kebijakan Daerah untuk Pewajiban Busana
Berbasis Agama di Indonesia: Ekstrimisme
Beragama?

Larangan Jilbab
di sekolah

SK Dirjen
Dikdasmen SK 052

/C/Kep/D.82

Larangan
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sekolah
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Kerugian Konstitusional akibat kebijakan
pewajiban busana beridentitas agama tertentu

• Hak fundamental kemerdekaan pikiran dan hati
nurani (Pasal 28 I (1), 28 E(2))

• Hak Kemerdekaan beragama/berkeyakinan (Pasal
28I(I), 28 E (1) dan 2, 29 (2))

• Hak Kemerdekaan berekspresi (Psl 28, 28E (2))
• Hal atas pelindungan diri sendiri, kehormatan,            

martabat (Pasal 28G Ayat 1) 
• Hak bebas dari rasa takut untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi
(Pasal 28 G Ayat 1) 

• Hak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H (1))
• Hak atas keseamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan (Pasal 27 (1))
• Jaminan pelindungan identitas budaya (Pasal 28I(3)
• Indonesia yang bhinneka?



Kondisi Spesifik Aceh: 
Otonomi Khusus dan Celah Ekstrimisme Beragama ?  

Legislasi
- Pewajiban busana
- Pelarangan pindah agama, yaitu keluar dari Islam 
- Penggunggulan mahzab tertentu
- Pengaturan hukum pidana

- Aturan sumir pada khalwat
- Penggunaan hukuman badan (cambuk) 
- Aturan potensial mengkriminalisasi perempuan
- Aturan yang mengurangi jaminan pelindungan

hukum bagi perempuan dan anak korban          
perkosaan dan pelecehan seksual



RAN Pencegahan Ekstremisme Berkekerasan yg
Mengarah Pada Terorisme

• Perspektif gender & Pendekatan Intervensi
• pada posisi perempuan dalam ekstrimisme & peran

dalam kelompok ekstrimisme
• Mobilisasi vs Agensi
• Korban langsung dan tak langsung
• Anggota keluarga terpidana terorisme

• program yang dikembangkan
• Peran kelompok (ulama) perempuan

• Strategi multi aspek dan lintas sektor
• Perencanaan-pelaksanaan-pengawasan
• Nasional – daerah



• Wacana beragama yang toleran dan setara – integrasi kesadaran
kesetaraan substantif

• Penggunaan ruang-ruang kultural: pendidikan, seni budaya media 
sosial

• Keterlibatan dalam proses formal – legislasi dan politik
• Pendekatan nir kekerasan dan dogma yang mengarah pada

otoriterianisme, termasuk nasionalisme dan penggunaan
pendekatan keamanan

• Dukungan pada kepemimpinan perempuan dalam semua lini upaya
• Kemawasan subjektivitas dan prasangka

Isu Krusial & Area Perubahan





Komnas Perempuan’s Intervention

Building recovery System 
Supporting victims community 
initiatives – memorialization, 
gatherings, et

Policy recommendation
Victims’ access to supports provided by government 

– health, social welfare economy, etc
Revitalizing agenda on WPS – NAP on  conflicts, VE 

and HRs 

Studies and review
Issues and policy related to conflicts 
and VE

Gathering Public Supports
Campaigns, 

Integrating HRs with gender justice perspective 
and peace in national curriculum

Fact Findings and documentation
Cases of violence against women in 
various contexts of conflict

Institutional Cooperation
Victims and witnesses protection 

agency
Truth and Reconciliation Aceh

Papuan People’s Assembly 
BNPT – counter terrorism Agency 





Terimakasih
dan

Semoga
Bermanfaat


